
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR S9 TAHUN 2021  

TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR.  

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang 
baik, bersih dan bebas dari korups' .  kolusi dan nepotisme d i  
Kabupaten Ogan Komering U lu  Timur,  Pejabat/Pegawai 
Pemerintah Kabupaten dilarang mener ima hadiah·atau suatu 
pemberian dari siapa pun juga yang berhubungan dengan 
jabatan dan/ atau pekerjaanya; 

b. bahwa bedasarkan pertimban,;an sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Ogan Komering; Ulu Timur. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis i 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 3 7 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
UJndang-Undang Nomor 1 9  Tahun 2 0 1 9  tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomo- 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 1 9 7 ,  

Tambahon Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 
6409); 

2.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pemoentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , Kabupaten Ogan f 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan I l i r  di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

. C E . . E a r ;  
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3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4  t en tang  Aparatur S ip i l  

Negara ( Lembaran Negara Rep 1blik Indoncsia Tahun 2 0 1 4  
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia 

Nomor 5 4 9 4 ) ;  

4 ,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemcrintahan 

Ducrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 4  
Nomor 2 4 4 ,  Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia 

Noror 5597) scbagaimana tclah d iubah bebcrapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang 

Perubahar Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tam'ahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No.nor 5679); 
5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pcngendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 ,  Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indones ia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6718) ;  

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2 0 1 8  tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 108) ;  
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2 0 1 4  tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani d i  
Lingkungan Instansi Pemerintah (erita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 1 8 1 3 )  setagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pemberdayarn Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 0  Tahun 2 0 1 9  ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2 0 1 4  tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas M e n j u  Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 3r;rsih dan Melayani d i f Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6 7 1 ) ;  ,  Pera@uran Komisi Pemberantasr Korupsi Nomor 2 Tahun 
2 0 1 9  tentang Pelaporan Gratifik tsi (Serita Negara Republik/ Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 4 3 8 ) ;  
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I I .  Peraturan Daerah Kabupaten O g a n  Komering Ulu Timur 
Nomor 6 Tahun 2 0 1 6  tentang 'embcntukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komcring Ulu T imur  
( L e m b a r a n  Daerah Kabupaten Ogan Komcring Ulu Timur 
Tahun 2 0 1 6  Nomor 6) scbagair uana t e l a h  diubah dengan 
Peraturan Dacrah Nomor 1 Ta! un  2 0 1 7  tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomo. 6 Tahun 2 0 1 6  tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Komering U lu  T imur (Lcmbe an Dacrah Kabupaten Ogan 
Komering UIu Timur Tahun 2 0 1 7  Nomor I ) .  

Menetapkan 

M E M U T U S KA N :  

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
TIMUR 

BAB I 
KETENTUAN U M U M  

Pnasal I 

0 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

Pejabat/Pegawai Kabupaten yang selanjutnya disebut pejabat/pegawai adalah 
Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, 
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha Milik 
Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai yang bekerja untuk dan 
atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

6. Komisi Pemberantasan Korups' yang selanjutnya disingkat KPK adalah 
lembaga Negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 2 0 1 9  ten tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

5. 

8. 

9. 

Badan Usaha Mi l ik  Daerah yang selanjutnya d is ingka t  B U M D  adalah Badan 
Usaha Milik Dacrah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, dapat 
berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas (PT). 

Inspektorat Daerah adalah OPD Kabupaten yang merupakan unsur 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Dae +ah .  # 

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD d i  
Lingkngan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Kon.ering Ulu Timur. 

10. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya dringkat UPT adalah 
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan. unsu/ 
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I .  Peraturan Dacrah Kabupaten ' gu n  Komenng lu Tim 
Nomor 6 Tahun 2 0 1 6  tcntang 'cmbentukan d un  Su 
Perangkat Dacrah Kabupaten « ;a n  Komening U l u  
(Lembaran Daerah Kabupaten O g a n  Ko m e n ny  UI m 
Tahun 2 0 1 6  Nomor 6l scbagar una t e l h  dm bah  deng 
Peraturan Daerah Nomor 1 Ta' un 2 0 1 7  tw n tan g  Perubah 
Atas Peraturan Dacrah Nomo. T a t u n  2 0 1 6  t e n t .n  

Pembentukan dan Susunan Pe ngkat Dacrah Kabupate 
Ogan Komcring Ulu Timur (Lembe an Dacrah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2 0 1 7  Nomor I 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TI M U R  TENTANG 
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

TIMUR 

BAB I 

KETENTUAN U M U M  

Pasal I 

Dala.m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

5. Pejabat/Pegawai Kabupaten yang selanjutnya disebut pejabat/pegawai adalah 
Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, 
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha Milik 

Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai yang bekerja untuk dan 

atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

6. Komisi Pemberantasan Korups' yang selanjutnya disingkat KPK adalah 
lembaga Negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang­ 
Undang Nomor 19  Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di 
Lingkngan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Kon.ering U lu  Timur. 

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dis ingkat BUMD adalah Badan 
Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, dapat 
berbentuk Perusahaan Laerah atau Perseroan Terbatas (PT). 

9. Inspektorat Daerah adalah OPD Kabupaten yang merupakan unsur 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Dae ah. 

10. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya dringkat UPT adalah 
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Sadan. 

unsur/ 
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1 1 .  Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. yakni uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pcrjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan pariwisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 
lainnya, baik yang diterima di dalam ncgeri aupun di luar negeri, yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
clcktronik. 

1 2 .  Pengendalian Gratifikasi adalah suatu siste.n yang bertujuan untuk 
mengendalikan penerimaan gratifikasi sccara transparan dan akuntabel 
melalui serangkaian kegiatan yang dil ibatken partisipasi aktif badan 
pemerintahan, dunia usaha dnn masyarakat untuk membentuk lingkungan 
pengendalian gratifikasi. 

13 .  Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten yang selanjutnya di singkat UPG 
Kabupaten adalah unit kerja yang betanggung jawab untuk menjalankan 
fungsi pengendalian gratifi.kasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 

14. Pemberi adalah para pinak baik perseorangan, sckelompok orang, badan 
hukum atau lembaga yang memberikar gratifikasi kepada penerima 
gratifikasi. 

15.  Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK 
dalam tentuk elektronik untuk melaporkan Penerimaan gratifikasi. 

16. Pelapor Gratifikasi yang selanjuuya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai 
yang mencrima gratifikasi dan mengisi formulir gratiikasi sesuai prosedur 
dan kernudian melaporkan kepada KPK a tau rnelalui UPG. 

17 .  Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi inf onnasi lengkap 
penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam Forrnulir Pelaporan Gratifikasi 

+ oleh Pelapor. 

18.  Konflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat/pegawai yang patut diduga 
memiliki kepentingan pribadi dan dapat rnempengaruhi pelaksanaan tugas 
atau kewenangannya secara tidak patut. 

19 .  Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/ pegawai dalam 
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya. 

20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan 
sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta 
dan memenuhi prinsip kewajaran . 

2 1 .  Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata 
uang rupiah yang ditetapkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli 
(kurs Tengah = kurs jual+kurs bli] pada hari tertentu. 

2 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP 
Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 
Pasa l2 

( )  

(2) 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membenkan pedoman kepada 
pejabat/ pegawai dalam memahami, mengendaliker dan mengelola Gratifikasi I 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Kom ring Ulu Timur. 

Peraturan Bupati ini bertujuan : 

a. meningkatkan 
gratifikasi; 
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b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ke ten tuan  

gratifikasi; 
c. menciptakan lingkungan kerja dan buday n  kerja yang transparan dan  

akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabup ten; 
d. membangun integritas pejabat/pegawai y a n y ;  bersih bcbas dari korupsi ,  

kolusi dan nepotisme; dan 
e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan 

layanan di Pemerintah Kabupaten. 

Bagian Kedua 
Prinsip Dasar 

Pasal 3 

( I )  Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal 
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima : 

(2) 

(3) 

(4) 

terkait dengan pemberian layanan pada masvarakat di luar penerimaan 
yang sah; 
terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar 
penerimaan yang sah; 
terkait dengan tugas dalam proses pemerisaan, audit ,  monitoring dan 
evaluasi di luar penerimaan yang sah; 
terkait dengan pelaksanaan per,alanan dinas di luar penerimaan yang 
sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten; 
dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 
dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan 
pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 
sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan 
pihak lain; 
sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses 
pengadaan barang dan jasa; 
merupakan hadiah atau suvenir bagi pegawai/pengawas/ tamu selama 
kunjungan dinas; 
merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, vouchcr oleh 
pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas 
dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan 
penugasan yang diterima; 
dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan 
memangku kewenangan; dan 
dalam pela.ksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan 
bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai. 

Setiap pejabat/pegawai dilarang memberikan gretifikasi kepada Pegawai 
Negeri atau Penyelenggaraan Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pegavwai Negeri atau Penyelenggaraan Negara mclaporkan penolakan $ 
gratifkasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kcpada UPG di instansi 
tcrkaiu. Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawa.s3.n/kepatuhan atau kepada( 
atasan langsung. 
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Pa a l  4  

( 1 )  Kewajiban penolakan grat ifika s i  cbagairmana d i r a ks u d  d a ln r n  P a a l  3  aya 
( 1 )  dikecualikan dalam h a l .  

a. gratifikasi ticdak diterima ecara langsung; 
b. pemberi gatifikasi tidak diketahui; 
c. penerima ragu dengan kualifikasi ratifikaui ynng diterima; 
d.  gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat i t i a d a t  atau upac ira 

kcagamaan; dan/atau 
e .  adanya kondisi tertentu yang tidak m u n gk i n  ditolak, yaitu: penolakan 

yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik i n »t i t u i ,  
membahayakan penerima dan/atau m e ga n c a m  jiwa/harta atau 
pekerjaan pejabat/pcgawai. 

(2) Pejabat/pegawai yang tidak dapat mcnolak karena memenuhi k on d i i  
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  wajib melaporkan gratifikasi terscbut 
kepada KPK atau kepada KPK melaJui UPG. 

(3) Dalam hal pejabat/pegawai renerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak 
scbagaimana dimaksud dalam ayat ( l )  berupa makannn yang mudah busuk 
atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikan kepada UPG. 

(4) Dalam rangka memenuhi prins.p kemanfaatn, UPG mcnyalurkan makanan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau 
tempat penyaluran bantuan sosial lainnya. 

(5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberitahukan kepada KPK. 

BAB III 

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI 
Pasal 5 

Pejabat/ pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK 

atau melalui UPG, kecuali dalam hal : 

a. 

• 
b. 

. c. 

d. 

e. 

l. 

& 

pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, 

suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, 

paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak 
terdapat konflik kepentingan; 

pemberian dalam bentuk hidangan a.tau sajian yang berlaku umum; 
pemberian berupa keuntungan a.tau bunga dari penempatan dana, investasi 
atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; 

manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis 

berdasarkan eanggotaan yang berlaku umum; 

seminar kit yang berbentuk seperangkat rodul, alat tulis, plakat, sertifikat, 

tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait i nstansi yang berlaku 
umum, yang diterima dalam seminar / pelatihan / workshop / konferensi 
atau kegiatan scjenis; 

hadiah apresiasi ot.au penghurgnnn diri kejucmrnn. pcrl11mbaan n ta u  kompet1s 1  f 
yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait den,an kedinasan; 

pcnghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan 
pcningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh µemerintah sesua1 dengan/ 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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h. hadiah langsung, undian,  d in k o n  ai  at, v o u c h er  or  1t  

yang berlak secara umum du n  tidak t r ka i t  ke d  

kompensasi a ta u  honor ta s  pro: 'si di l u a r  ke 

terkait d e n ge n  t u g s  du n  ke w  nban 

kepentingan dan tidak melnggar peratu in 

bersangkutan; 

j .  kompensasi yang diterima terkait kegatan kecdmnu un s e pe rt  h  
transportasi, akomodast dan pembiayaan yang t e l h  ditetapkan d a l umn  it  

biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi 'pe nja un g  t d a k  te 

pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentngaun,  d 

melanggar ketentuan yang berlak i instensi penerima, 
k. karangan bunga dengan nilai yang wajar; 
l. pemberian terkat dengar penyelenggaraan pest pertunangan, 

kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gig, a t a u  u p ae  at  a du t  a  

lainnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta ruah) per pe m be r .n  pe  
orang dalam setiap kegiatan; 

m. bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda seyenis yang diter 
tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud 

huruf I paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian da l  

setiap kegiatan; 
n. pemberian terkait dengan musibah atau bencans yang dialami oleh diri 

penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan atau 

menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah 

+ per pemberian per orang dalam setiap peristiwa, 

o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promos 

jabatan, dan ulang tahun yang tidak dala.n bentuk uang atau alat tukar 
lainnya paling banyak p 300.000,- (tiga ratus nibu) per pemberian per orang 

dengan total pemberian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam wakru 
(satu) tahun dari pemberi yang sama; dan 

p. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk ucng atau alat tuk 

lainnya paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu) per pemberian per orang 
dengan total pemberian paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah 

dalam l (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjan tidak dibenikan oleh 
bawahan ke atasan. • 

• 

Pasal 6 

(1)  Dalam hal penerimaan gratifikasi sebageimana dim ksud dalam Pasal 5 

bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dnitung berdasarkan harg 
pasar pada saat pemberian; dan 

(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud de am Pasal 5, dalam bentuk 

Valuta Asing, Fenerimaan tersebut dihitung ber'asarkan kurs tengah v huta 

Bank Indonesia pada tanggal penerimaan 

Pa sa l  

( )  Laporan grat fikasi sebagaimana dimaksud c. nlam Pasal ; 
disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektromik 
elektronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi 

v a t  

\tall m>n/ 
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H 

[. l)  aoran gratifikasi sebagaimana d i m n k u d  a y a t  ( I )  d i u m n p  l e n k n p  pat1la 
ekurang-kurangnya memuat 
a. nama dan alamat lengkap p e n e r i m u  dun pemberi g r a t i f i k n s i ,  

b. jabatan pegawai negeri a tau  penyelenggurn n e u t a ,  
c. tempat dan vaktu penerimaan g ra t i fikns i ;  
d. uraian jenis gratifikasi yang di ter ima;  dan 

e. nilai gratifikasi yang di te r ima.  

(3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksu' pada ayat ( 1 )  d i l a k u k a n  dengan 
cara: 

a. disampaikan kepadu KPK pal i ng lambat 30 ( t ige puluh) hari kcrja scjak 

gratifikasi diterima; atau 
b. disampaikan kepada KPK melalui UPG d a l a m  jangka w a k t u  pal ing l a m a  7  

(tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima. 

(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang 

diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 1 4  (empat belas) hari scjak 
laporan gratifikasi diteri.na. 

'5) KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi dalam jangka w a k t u  30 (tugas 
puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima secara lengkap. 

BAB IV 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
Bagian K e s a t u  

Susunan Organisasi 

Pasal 8 

( I )  Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk U P G .  

(2) Sasunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksu' pada ayat ( l ) ,  terdiri dari :  
a . Pembina Bupati 
b. Pengarah Sekretaris Daerah 
c. Ketua Inspektur 
d. Sekretaris Sekretaris Inspektorat 
c. Anggota 

(3) 

(4) 

I .  Sekretaris Inspektorat; 
2.  Inspektur Pembantu Wilayah; 
3 .  Auditor; 
4 ,  Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Dacrah (P2UPD); dan 

5. Pcjabat Esclon Ill/ IV  rti setiap OPD/Bag inn/UPT .  1 
Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang 
dipimpin oleh ketua UPG. 

Susunan Keanggotaan UPG dan Seckretariat UPG sebagaimana dimaksud pada 
ayet (2) dun ayat (3) ditetapkan dengan eputusan Bupati. 
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Pasal 9 

( I )  Untuk menjalankan fungsi koordinasi  pelaporan rat i ' ikas i  K e t u a  UPG atas 
nama Eupati meminta sa tu  orang pcgawai pada OPD d i  Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten yang a k a n  bertugas m e l a k u k n  sosial isasi gratifikasi  
dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikas, gratifikasi di OPD 
masing-masing. 

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaima a dimaksud pada ayat ( 1 )  
ditetapkan dengan Keputusan Bupati .  

Bagian Keduc 
Wewenang dan Kewajiban U . G  

Pasal 10  

a. 

• 
b. 

C. 

d. 

e. 

\ 

f. 

g. 
h. 
1. 

UPG mempunyai tugas berupa : 

mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk tek.nis dan kebutuhan lain yang 
sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gretifikasi; 
menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan 
penolakan grati.fi.kasi dari Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara; 

meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; 

melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; 

menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratfikasi dan usulan kebijakan 

pengendalian gratifikasi kepada pimpinan intensi; 

melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada phak internal dan ekstemal 
instansi; 

melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; 
melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan perberian gratifikasi; dan 
melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi 
bersama KPK. 

Pasal 1 1  

•  D alam  melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban : 

f. 

€ 

e. 

b. 

a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas 
laporan penerimaan clan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja 
pertama di tiap minggunya; 
menyampaikan laporan rekpitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan 
penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK; 
menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan 
penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat 
secara periodik; 

merahasiakan identitas pelaporan gratifikasi; 
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan 
pcngendalian gratifikasi; 

melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemnfaatan penerimaan 
gratifikosi terhadap gratifikasi  yang dikelo la  oleh Pemerintah Kabupaten; 
melakulan pengkajian tit ik  rawan potensi terjadinya grat ifikas i  di l ingkungan 
Pemerintah Kabupaten; dun 

C. 

d. 
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f o r h u d n p  r t i n s e l  y a n g  d i t ta p k n n  p'y, die l o t a  t e l  

Kabuptn,  I t  fnpat m e n e n t u i n  p m f t n n y  y)Mu 

o l o h  P me r m n t u h  Khrp t e n nt 
I  

b y  
I  

,  tu 

( I )  

"  
l) nun pw ha f  m e n y u n n  forruhr yn, 

n p l r n n  yan ba n  tduk t e r p a h k n  da r  

I  

K o t o n t u a n  l e b i h  l u n j u t  m n u n n a l  t t n  c r  p w l u oununn we e n ,  d a n  e w a j a r  

UJPO dltctupkun dnlum pwtunjul t e i  Inspckt ur Kbupaten swlau e t a  UPO 

I V 

EHNOAWA AN 

Psul 1 4  

• 

( I )  tau pih yang mer,r tnhui adanya pclanaran 

n in i ,  a  mnclaporan w pada UP« n 

/ m a i l  Bckrturiat UPG 

() Pejubnt/pcwni a tnu pihak ket ig yan mnc lapor w hayrana  d i m a k s u d  pada 
ayat ( 1 )  d i j a m n i a  kerahasiannnya, 

a a l  I  

,  ( 1 )  Kcpada OPD bertanagun jwab ata p c l a k sa n an n  pc n e n d a l i a n ratifika s i  di 
OPD/UT, 

() Inspektur Kabupnten bertanyung, jawab atas pe n w au »a n  pc lu k s  n  un  

pcnendalian ratifkasi di l i n k u n n  Pemerintah Kabupaten. 

(33) Inspcktu Kubuputen melaporkan h a i l  p e n w n a n  e b ayaimna dimaks ad 
pada ayat () kc pad Bupnti 

4 
a o ... 7 

" 
luruh Peawui Neeri hipil di Inkunun Pemerntah 

Komering Ulu Timur wujfb membuat urat perm 

pencrimsan dan/atau pemberian ratifikasi perio 

( )  
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BAB VII I  

PEMBIAYAAN 
Pasal 20 

n 

n kw ·te n t u a r  

• 

• 

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini  d i be ba n ka n  ada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten O gu n  Komering Ulu Timur 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 2 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komenng 

Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal I6 Va»be 2021 

RING ULU TIM UR. 

H. LANOSIN 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal t9 o«rwrf 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021  

NOMOR $ 
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